
 

 

 

 

BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR 99 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 58 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar lebih 

optimal, maka dipandang perlu menetapkan tata cara 

penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, 

pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; 

  b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali  

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Kabupaten 

Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Cilacap; 

  c. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau 

kembali dan disesuaikan; 



  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 

Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Cilacap; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967); 

  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5430); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur/Bupati/Walikota  sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur/ Bupati/Walikota sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209);  

  15. Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5165); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI CILACAP NOMOR 58 TAHUN 2016  TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN CILACAP. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 58) 

diubah sebagai berikut : 

1. Di antara huruf b dan huruf c dalam Pasal 17 ayat (2), disisipi 1 (satu) 

huruf baru yaitu huruf b1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(1)     Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani 

bersama oleh Bupati dan Penerima Belanja Hibah, dengan pengaturan 

pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut : 

a. penyaluran hibah di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

ditandatangani oleh Bupati; 

b. penyaluran hibah sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menangani;dan  

c. Penyaluran hibah sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ditandatangani 

oleh Kepala Bagian yang menangani. 

(2)   NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:  

a.  pemberi dan penerima belanja hibah;  

b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah; 

b1. jangka waktu; 

c.  besaran/rincian penggunaan belanja hibah yang akan diterima;  

d.  hak dan kewajiban;  

e.  tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan belanja hibah;  

f.  penggunaan belanja hibah;dan  

g.  sanksi.  

(3)   Penyusunan NPHD dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait.  

(4)   Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja terkait bertanggungjawab atas 

substansi NPHD. 

(5)   Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 

Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

 

 

 



 



LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI CILACAP  

NOMOR 99 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

CILACAP NOMOR 58 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN CILACAP 

 

A. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang 

 

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD 

 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

DENGAN 

.....................(NAMA PENERIMA HIBAH)................. 

 

Pada hari ini ................................, tanggal ................................. bulan 

.................... tahun ........................... yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Pihak Pertama : ....... Jabatan .... Berkedudukan di ..... Nama kota 

.... Jalan.......dalam kedudukannya tersebut di atas, 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Kabupaten Cilacap serta oleh karenannya sah 

mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nama Pihak Kedua : Ketua....... Nama Badan/Lembaga/Organisasi 

penerima hibah .... berkedudukan di .....  

Jalan.......dalam kedudukannya tersebut di atas, 

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili 

........ Nama Lembaga Penerima Hibah ..........., 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut 

sebagai PARA PIHAK sepakat untuk  melakukan Perjanjian Hibah Daerah 

dengan ketentuan dan syarat-syatat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



BAB I 

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH 

Pasal 1 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................... (diisi tujuan pemberian hibah) 

 

BAB II 

JUMLAH HIBAH  DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH 

 

Pasal 2 

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 

menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp............... ( 

terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran ...... Dengan Kode Rekening ...... Yang 

diberikan pada ....... 

 

Pasal 3 

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk 

dukungan pendanaan kegiatan pada ................................... (nama penerima 

hibah) Tahun .................... 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

(1)   Kewajibah PIHAK PERTAMA adalah berkewajiban segera mencairkan dana 

hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan 

pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan 

lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

(2)   Kewajiban PIHAK KEDUA adalah : 

a. memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan dana 

hibah; 

b. mencatat dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah; 

c. menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah secara  

benar, lengkap, dan tepat waktu; 

d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK 

PERTAMA. 

e. bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1)   Hak PIHAK PERTAMA adalah  : 

a. meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses 

pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan 

dana hibah kepada PIHAK KEDUA; 



b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah 

berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang 

disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 

(2)   Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah setelah memenuhi 

semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 6 

PARA PIHAK sepakat bahwa laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah 

harus sudah dinyatakan benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA sebelum 

tanggal berakhirnya jangka waktu NPHD ini. 

 

BAB IV 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Pasal 7 

Jangka waktu NPHD ini berlaku sejak tanggal (tanggal penandatanganan) dan 

berakhir pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 

 

BAB V 

TATA CARA PENCAIRAN 

Pasal 8 

(1)   Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang 

ditetapkan. 

(2)   Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada 

PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: 

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

b. Foto copy Rekening yang masih aktif; 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. 

(3)   PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera 

melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 9 

(1)   Penerima belanja hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan 

NPHD dan /atau Penerima Hibah yang mengalihkan hibah yang diterima 

kepada pihak lain dikenakan sanksi administratif. 

(2)   Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah 

dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 



(3)   Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, dikenakan Sanksi Administratif dimasukan ke dalam daftar 

hitam penerima belanja hibah dan terhadapnya tidak dapat diberikan 

belanja hibah pada tahun anggaran berikutnya. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

NPHD ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau 

sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam 

rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan kedua dibubuhi 

materai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta 

beberapa copy/salinan sesuai kebutuhan. 

 

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

(Nama Penerima Hibah) 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

(Nama Pemberi Hibah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk 

Barang/Jasa 

 

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD 

 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH 

ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

DENGAN  

..................... NAMA PENERIMA HIBAH ................. 

 

Pada hari ini ................................, tanggal ................................. bulan 

.................... tahun ........................... yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Pihak Pertama : ....... Jabatan .... Berkedudukan di ..... Nama kota 

.... Jalan.......dalam kedudukannya tersebut di atas, 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Kabupaten Cilacap serta oleh karenannya sah 

mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nama Pihak Kedua : Ketua....... Nama Badan/Lembaga/Organisasi 

penerima hibah .... berkedudukan di .....  

Jalan.......dalam kedudukannya tersebut di atas, 

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili 

........ Nama Lembaga Penerima Hibah ..........., 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut 

sebagai PARA PIHAK sepakat untuk  melakukan Perjanjian Hibah Daerah 

dengan ketentuan dan syarat-syatat sebagai berikut : 

 

BAB I 

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BARANG 

Pasal 1 

(1) ......................................................................................................................
......................................................................................................(diisi 

Tujuan pemberian hibah)........................................... 
(2)   Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 

...................................................................................................................

................... 
 

BAB II 

JUMLAH HIBAH  DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH 

Pasal 2 

 

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang 

sejumlah................unit dengan nilai sebesar Rp……………………... 

(............................................................................................................ rupiah) 



yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun Anggaran ......  

 

BAB III 

PENYERAHAN HIBAH BARANG 

Pasal 3 

 

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam 

kondisi keadaan baik.  

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita 

acara serah terima barang.  

(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah 

penandatangan NPHD ini. 

 

BAB IV 

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK 

Pasal 4 

 

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan barang kepada PIHAK 

KEDUA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah 

barang. 

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menggunakan barang yang diterima  

sesuai dengan peruntukannya.  

 

Pasal 5 

(1)  Hak PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan evaluasi dan monitoring atas 

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan 

yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 

(2)  Hak PIHAK KEDUA adalah menerima barang hibah berupa barang dari 

PIHAK PERTAMA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima 

hibah barang. 

 

BAB V 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Pasal 7 

 

Jangka waktu NPHD ini berlaku sejak tanggal (tanggal penandatanganan) dan 

berakhir pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 

 

BAB V 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 6 

(1)  Penerima Hibah barang yang mengalihkan hibah barang  yang diterima 

kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi. 

 

 



 


